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PUTUSAN
Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sei Gedang, 01 April 1982, agama
Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Dusun Il Terusan, RT 10, Desa Sungai Gedang,
Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagai
Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, 09 September 1997,
agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Il
Terusan, RT 10, Desa Sungai Gedang, Kecamatan
Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi

di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2019
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama, dengan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Srl, tanggal 19
November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Senin tanggal 09 Oktober 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun

Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/28/X/2000 Seri AB,

tanggal 15 September 2015 dan setelah akad nikah Tergugat

mengucapkan sighat ta’lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah
tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat
dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan selama 4 tahun, kemudian
Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama sampai
berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3
orang anak:1. Aldi Pratama bin Kopran, umur 17 tahun, 2. Cindy Amelia
binti Kopran, umur 15 tahun, 3. Rizky Everdo bin Kopran, umur 9 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun
saja selama 15 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan antara lain:

a. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat mulai tidak mau berkerja sehingga
kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh
Penggugat,

b. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap istri dan
anak-anak,

c. Bahwa Tergugat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun
Tergugat tidak mau berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada 14 Maret 2019 disebabkan bahwa Penggugat tidak
sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah sebagai
Penggugat jelaskan pada poin nomor 5 huruf a s/d ¢ diatas, sampai saat ini
Penggugat dan Tergugat telah berpisah 8 bulan lamanya dan selama
berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan
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baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi
masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa
tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi
berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud
bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cg. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses
mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sarolangun, M.Mustal
giran T, S.H.l., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Desember 201
9, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Pen

ggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil
Penggugat, namun masih ingin mempertahakan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 253/28/X/2000 Seri AB, ta
nggal 15 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan,
Kabupaten Sarolangun (P);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup
serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Minarti Widiana binti Herman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 36, Desa Mensawan
g, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikaha
n pada bulan Oktober 2000;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tin
ggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian
tinggal rumah kontrakan selama 4 tahun, kemudian menempati rum
ah sendiri sampai berpisabh;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tel
ah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa kurang lebih 3 bulan ini, Penggugat dengan Tergugat
berpisah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkara

n
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena sejak 4 tahun
ini Tergugat mulai tidak mau berkerja, sehingga kebutuhan rumah ta
ngga ditanggung oleh Penggugat, selain itu Tergugat cemburu yang
berlebihan terhadap Penggugat;

- Bahwa sejak 3 bulan berpisah, antara Penggugat dan Tergugat suda
h tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tida
k pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namu
n Tergugat tidak mau berubabh;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya men
gatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak ber
hasil;

2. Linda binti Makmun, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Menguru
s rumah tangga, tempat kediaman di RT 01, Desa Simpang Nibung, Ke
camatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah 19 tahun yang
lalu;

- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dengan Tergugat tingg
al bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudia
n tinggal rumah kontrakan selama 4 tahun, kemudian menempati ru
mah sendiri sampai berpisah;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tel
ah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa lebih 2 bulan ini, Penggugat dengan Tergugat berpisah karen
a terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena sejak 4 tahun i
ni Tergugat mulai tidak mau berkerja, sehingga kebutuhan rumah ta
ngga ditanggung oleh Penggugat, selain itu Tergugat cemburu yang
berlebihan terhadap Penggugat;
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- Bahwa sejak 2 bulan berpisah, antara Penggugat dan Tergugat suda
h tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tida
k pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namu
n Tergugat tidak mau berubabh;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya men
gatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak ber
hasil;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk
menghadirkan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat
bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, hakim terlebih
dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk
mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf a
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan
Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan
aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah
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memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH
Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7
ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim
mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator Hakim
Pengadilan Agama Sarolangun, M.Mustalgiran T, S.H.l., M.H., bertanggal 04
Desember 2019, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat
memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in
shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat diakui kebenarannya
oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 311 RBg., pengakuan yang
diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk
memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri
maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka
secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal
tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz
al-Taqrib karya Ibn Qasim (w. 918 H) juz | halaman 329 sebagai berikut:

:;:_,__) S s Yy a :_e. Loasd ade o ol & /_e. '
Artinya: “apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka
Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;
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Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat
adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah
mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172
ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Terguga
t untuk menghadirkan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajuka
n alat bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan
keterangan saksi-saksi di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam
persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat menjal
in tidak bertanggungjawab atau tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
selama 4 tahun;

- bahwa setidaknya 2 bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan
tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-
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menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal
yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 2 bulan tanpa ada
komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga
hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah
putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam
serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga
yang baik dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari pihak
keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk
meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut
hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali
dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-
alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat
(2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan

lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada

Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 4

16.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadlan Agama Sarolangun pada

hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13
Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.l. sebagai
Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim,

Dra. Hj. Zainunah Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)
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